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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem merit pada 

Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dalam meningkatkan profesionalisme 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Analis Akuakultur Direktorat Jenderal Perikanan 

Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat 

dalam pelaksanaan jabatan fungsional. Analisis penelitian menggunakan teori 

Sistem Merit Woodard (2005) yang meliputi fairness, equity, dan reward, serta 

indikator profesionalisme ASN berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 

Tahun 2018 yang mencakup kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem merit telah berjalan cukup baik 

melalui penempatan pegawai sesuai kualifikasi, kesempatan pengembangan 

kompetensi, penilaian kinerja berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan 

penerapan disiplin secara konsisten. Prinsip kesetaraan juga diterapkan dalam 

rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pengembangan 

karier, sedangkan prinsip penghargaan diwujudkan melalui promosi jabatan, angka 

kredit, pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan nonfinansial. Namun, masih 

terdapat kendala berupa potensi subjektivitas dalam pengembangan karier dan 

penilaian kinerja, kesenjangan kompetensi antarpegawai, keterbatasan anggaran 

pelatihan, serta belum optimalnya sistem penghargaan berbasis kinerja. 

 

Kata Kunci: Sistem Merit, Profesionalisme ASN, Jabatan Fungsional, Analis 

Akuakultur. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the implementation of the merit system for the 

Functional Position of Aquaculture Analyst in improving the professionalism of the 

State Civil Apparatus (ASN) at the Directorate General of Aquaculture, Ministry of 

Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia. This study employed a 

qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through 

interviews, observations, and documentation involving informants directly engaged 

in the implementation of the functional position. The analysis was based on 

Woodard's (2005) Merit System Theory, which consists of fairness, equity, and 

reward, as well as the indicators of ASN professionalism stipulated in the 

Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 38 

of 2018, including qualifications, competence, performance, and discipline. The 

findings indicate that the implementation of the merit system has been relatively 

effective, as reflected in employee placement based on qualifications, equal 

opportunities for competency development, performance appraisal based on 

Employee Performance Targets (Sasaran Kinerja Pegawai / SKP), and consistent 

enforcement of discipline. The principle of equity has also been applied in 

recruitment, competency development, performance appraisal, and career 

development, while the principle of reward has been implemented through job 

promotion, credit points, education and training opportunities, and non-financial 

recognition. Nevertheless, several challenges remain, including potential 

subjectivity in career development and performance appraisal, competency gaps 

among employees, limited training budgets, and a reward system that has not yet 

been fully performance-based. 

 

Keywords: Merit System, ASN Professionalism, Functional Position, Aquaculture 

Analyst. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Profesionalitas ASN merupakan bagian integral dari manajemen ASN 

yang diarahkan untuk mewujudkan aparatur yang memiliki hasil kerja 

tinggi, kompeten, dan berperilaku sesuai dengan nilai dasar ASN. Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan 

bahwa ASN harus memiliki standar moral dan profesionalisme yang tinggi 

dalam menjalankan tugasnya. Melalui penerapan kode etik, kode perilaku 

dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Profesionalisme ASN 

mempunyai pengaruh terhadap efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas 

kinerja organisasi. Beberapa aspek penting yang berperan penting dalam 

membentuk profesionalisme ASN, antara lain 1) kepemimpinan yang kuat, 

2) manajemen kinerja yang efektif, dan 3) etos kerja yang tinggi (Langgeng 

and Wilasari, 2023). 

Pandangan tentang pentingnya profesionalisme ASN sejalan dengan 

penelitian Thomas and Hardy (2022) yang menegaskan bahwa 

profesionalisme dan kompetensi ASN menjadi faktor kunci dalam 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan dan 

tuntutan publik. Sementara itu menyoroti pentingnya penguatan manajemen 

ASN berbasis sistem merit untuk memastikan bahwa pengangkatan dan 

promosi jabatan dilakukan secara objektif dan sesuai kualifikasi 

(Sandinirwan et al., 2022). Keberhasilan pembangunan nasional sangat 

ditentukan oleh kualitas dan integritas ASN sebagai pelaksana kebijakan 

publik yang berorientasi pada hasil (Budiono, 2024) 

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 ayat (1), Aparatur Sipil Negara (ASN) 

adalah profesi yang terdiri atas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) dan Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memiliki tanggung 

jawab untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan serta 
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memberikan pelayanan publik yang optimal. penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia, PNS masih menjadi kelompok pegawai yang 

jumlahnya paling dominan dibandingkan kategori ASN lainnya pada 

berbagai kementerian dan lembaga. PNS merupakan motor penggerak 

birokrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan publik, 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga kesinambungan 

tata kelola pemerintahan (Sedarmayanti, 2017). Dominasi jumlah PNS 

tersebut menunjukkan bahwa peran PNS sangat strategis dalam mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan. 

Sejalan dengan pentingnya profesionalisme ASN dan pengelolaan 

SDMA yang efektif, pengembangan jabatan fungsional menjadi salah satu 

strategi utama dalam manajemen PNS. Jabatan Fungsional merupakan 

jabatan keahlian atau keterampilan yang memiliki jenjang karier dan angka 

kredit tertentu sebagai dasar pembinaan, penilaian, serta pengembangan 

kompetensi PNS secara berkelanjutan (LAN, 2023). Jabatan fungsional 

dirancang untuk menempatkan individu pada posisi yang sesuai dengan 

kompetensi dan keahlian spesifik. Dengan fokus pada pengembangan karier 

berbasis kinerja, jabatan fungsional memungkinkan PNS untuk 

meningkatkan kompetensi teknis, melaksanakan tugas secara profesional, 

dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penerapan 

sistem merit dalam pengelolaan jabatan fungsional juga memastikan 

transparansi dan objektivitas dalam rekrutmen, promosi, serta 

pengembangan karier, sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan yang 

adil untuk mengembangkan potensinya. 

Sejalan dengan karakteristik Jabatan Fungsional yang menekankan 

keahlian, kompetensi, dan jenjang karier berbasis angka kredit, penerapan 

sistem merit menjadi sangat relevan dalam pengelolaan PNS. Sistem merit 

memastikan bahwa seluruh proses kepegawaian di jabatan fungsional mulai 

dari rekrutmen, promosi, hingga pengembangan karier dilaksanakan secara 

objektif, transparan, dan adil (KASN, 2020). Dengan menekankan 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar penempatan dan 
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penghargaan, sistem merit mendukung terciptanya aparatur yang 

profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil. Penerapan prinsip ini tidak 

hanya memperkuat pengembangan kompetensi individual Pejabat 

Fungsional, tetapi juga meningkatkan efektivitas organisasi secara 

keseluruhan, selaras dengan tujuan reformasi birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan yang berkualitas. (Sedarmayanti, 2019). 

Pentingnya penguatan sistem merit untuk memastikan bahwa 

pengangkatan dan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan sesuai 

kualifikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, birokrasi pemerintah saat 

ini tengah menghadapi era transformasi digital dan reformasi birokrasi. 

Tantangan baru muncul, di mana PNS dituntut untuk lebih adaptif, 

profesional, serta mampu berinovasi dalam menghadapi perubahan 

(Kementerian PAN-RB, 2020). ASN tidak cukup hanya memahami tugas 

administratif, tetapi juga harus memiliki kompetensi teknologi, wawasan 

strategis, dan kinerja yang terukur. Perubahan ini menuntut adanya 

pergeseran paradigma dari sistem kepegawaian yang bersifat administratif 

menuju sistem berbasis kinerja dan kompetensi. Penelitian terkait penerapan 

sistem merit dalam birokrasi pemerintahan Indonesia menunjukkan 

kemajuan dalam pemahaman teoritis dan aplikatif, namun terdapat 

kesenjangan penelitian (research gap) dalam Sistem Merit di Indonesia 

(KASN, 2020). 

Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan sistem merit secara nasional 

masih menghadapi kendala dalam konsistensi implementasi antar instansi 

akibat lemahnya komitmen pimpinan dan belum optimalnya mekanisme 

penilaian berbasis kompetensi (Chairiah et al., 2020). Lebih lanjut, 

Menjelaskan bahwa sistem merit pada tingkat daerah belum sepenuhnya 

mendukung pengembangan karir PNS karena minimnya integrasi antara 

penilaian kinerja dan promosi jabatan (Ardiansyah et al., 2025). Sementara 

itu Budiono (2024) mengkaji ulang transformasi dari jabatan struktural ke 

fungsional dan menemukan bahwa perubahan tersebut seringkali hanya 

bersifat administratif tanpa diikuti penguatan kompetensi dan sistem insentif 
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berbasis meritokrasi. 

Dari sisi strategi, dalam penguatan sistem merit memerlukan 

dukungan infrastruktur digital dan komitmen pimpinan agar rekrutmen dan 

promosi jabatan PNS benar-benar objektif dan transparan. Untuk 

mendukung implementasinya, pemerintah juga menetapkan berbagai aturan 

turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 2020, PP Nomor 30 

Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan Peraturan Menteri PANRB 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Semua regulasi tersebut 

menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa pengelolaan ASN berjalan 

sesuai dengan prinsip meritokrasi di setiap tahap, mulai dari rekrutmen, 

promosi, hingga pengembangan karier. 

Sudah banyak regulasi yang mengatur mengenai sistem merit namun 

dalam penerapannya masih memiliki berbagai tantangan. Berdasarkan 

Laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tahun 2024, tercatat bahwa 

sebanyak 338 instansi pemerintah telah memperoleh predikat “Baik” dan 

“Sangat Baik” dalam pelaksanaan sistem merit. Namun, masih banyak 

instansi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip meritokrasi secara 

konsisten, terutama dalam aspek pengelolaan jabatan fungsional dan 

pengembangan karier pegawai. 

Dalam praktiknya, masih sering ditemukan beberapa permasalahan 

seperti penilaian kinerja yang belum berbasis kompetensi, promosi jabatan 

yang belum sepenuhnya objektif, dan keterlambatan dalam proses kenaikan 

jenjang jabatan (KASN, 2020). Selain itu, masih ada budaya organisasi yang 

belum sepenuhnya mendukung meritokrasi, di mana sistem karier kadang 

dipengaruhi oleh sistem non kinerja. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara idealisme sistem merit dan realitas pelaksanaannya di 

lapangan, sekaligus menegaskan perlunya strategi yang lebih komprehensif 

dan kontekstual untuk penguatan karier jabatan fungsional (Dwiyanto, 

2018) 

Sistem merit pada jabatan fungsional merupakan suatu pendekatan 

dalam manajemen aparatur yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan 



5  

kinerja sebagai dasar utama dalam setiap proses kepegawaian, mulai dari 

rekrutmen, promosi, hingga pengembangan karier. Dalam konteks jabatan 

fungsional, sistem merit bertujuan menciptakan aparatur yang berorientasi 

pada hasil kerja, bukan pada kebutuhan personal. Prinsip ini memastikan 

bahwa setiap Pejabat Fungsional memperoleh posisi, penghargaan, dan 

kesempatan karier berdasarkan prestasi dan kemampuan yang terukur, 

sehingga penerapannya menjadi instrumen penting dalam mendorong 

terciptanya birokrasi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Namun 

demikian, implementasi sistem merit di jabatan fungsional pemerintah 

daerah masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait keterbatasan 

pemahaman, infrastruktur penilaian berbasis kompetensi, serta budaya 

organisasi yang belum sepenuhnya mendukung meritokrasi. 

Fenomena serupa juga terjadi pada Jabatan Fungsional (JF) Analis 

Akuakultur di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagai instansi teknis yang 

berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi 

melalui sektor perikanan budi daya, DJPB bertanggung jawab atas 

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan, pengawasan, serta 

pengendalian kegiatan pembenihan, pembesaran, pakan, kesehatan ikan, 

dan pengelolaan lingkungan perairan yang berkelanjutan, guna mendukung 

ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

produksi, nilai tambah, serta keberlanjutan sektor perikanan budi daya. 

Dalam ruang lingkup tugasnya, JF Analis Akuakultur bertugas 

melakukan analisis, pengkajian, serta penyiapan bahan kebijakan, 

pembinaan, dan pengembangan di bidang perikanan budi daya, mencakup 

aspek perbenihan, pembudidayaan, kesehatan ikan dan lingkungan, hingga 

mutu hasil perikanan budi daya, sebagai bahan pertimbangan dalam 

penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jabatan ini tersebar 

pada unit kerja pusat, yaitu Sekretariat dan direktorat teknis di lingkungan 

DJPB, maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Balai Perikanan 

Budi Daya Air Payau (BPBAP), Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar 
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(BPBAT), Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL), Balai Layanan Usaha 

Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB), dan sejumlah balai lainnya. 

Keberadaan Analis Akuakultur menjadi penting karena turut mendukung 

keberhasilan program budi daya perikanan serta pengembangan teknologi 

dan inovasi di bidang tersebut. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan 

JF Analis Akuakultur dalam struktur organisasi, berikut disajikan peta 

jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya beserta peta 

jabatan pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal. 

 

Gambar 1.1 Peta Jabatan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 

 

Sumber: Lampiran VI Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 
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Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri 

atas Direktur Jenderal yang membawahi Sekretaris Direktorat Jenderal serta 

lima direktorat teknis, yaitu Direktur Ikan Air Tawar, Direktur Ikan Air 

Payau, Direktur Ikan Air Laut, Direktur Rumput Laut, dan Direktur 

Prasarana dan Sarana. Setiap direktorat teknis membawahi Kepala Balai 

Besar dan Kepala Balai Perikanan Budi Daya sesuai wilayah kerjanya, 

hingga pada tingkat unit pelaksana teknis (UPT) seperti Balai Produksi 

Induk Udang Unggul dan Kekerangan, Balai Layanan Usaha Produksi 

Perikanan Budi Daya, dan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan. 

Pada bagian bawah struktur, tercantum Kelompok Jabatan Fungsional yang 

mencakup Analis Akuakultur Ahli Utama, yang menegaskan bahwa jabatan 

fungsional ini melekat langsung pada struktur teknis pengelolaan perikanan 

budi daya di seluruh jenjang organisasi DJPB. 

Gambar 1.2 Peta Jabatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perikanan Budi Daya 

 

Sumber: Lampiran VI Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–

2029 
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Sementara itu, Gambar 1.2 memperlihatkan peta jabatan pada 

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yang terdiri atas 

beragam kelompok jabatan fungsional pendukung tata kelola organisasi, 

antara lain Analis Anggaran, Arsiparis, Penerjemah, Perencana, Pranata 

Humas, Pranata Komputer, Statistisi, Surveyor Pemetaan, Analis Hukum, 

Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Kebijakan, Analis SDM 

Aparatur, serta Pranata SDM Aparatur, di samping Kelompok Jabatan 

Pelaksana pada Bagian Umum. Perbandingan antara Gambar 1.1 dan 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penerapan sistem merit di lingkungan 

DJPB tidak hanya menyasar satu jenis jabatan fungsional teknis seperti 

Analis Akuakultur, tetapi juga berlaku lintas jabatan fungsional lainnya, 

sehingga konsistensi penerapan prinsip kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 

menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi secara menyeluruh. 

Secara yuridis, keberadaan JF Analis Akuakultur diatur melalui 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Akuakultur, dengan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan bertindak sebagai instansi pembina. Berdasarkan regulasi 

tersebut, Analis Akuakultur didefinisikan sebagai PNS yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budi 

Daya pada instansi pusat maupun instansi daerah. Jabatan ini termasuk 

dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat, berkedudukan sebagai pelaksana 

teknis fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau 

Pejabat Pengawas sesuai peta jabatan pada masing-masing unit kerja, serta 

merupakan jabatan karier PNS yang pengisiannya bersifat terbuka bagi PNS 

maupun PPPK. 

Tugas pokok JF Analis Akuakultur adalah melaksanakan Analisis dan 

Pengelolaan Perikanan Budi Daya, yang mencakup tiga sub-unsur kegiatan: 

(1) persiapan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya, (2) 
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pelaksanaan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya, serta (3) 

evaluasi dan rekomendasi hasil Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budi 

Daya. Sebagai jabatan fungsional kategori keahlian, JF Analis Akuakultur 

memiliki empat jenjang dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu Ahli 

Pertama (golongan ruang III/a–III/b), Ahli Muda (III/c–III/d), Ahli Madya 

(IV/a–IV/c), dan Ahli Utama (IV/d–IV/e), dengan cakupan tugas dan 

kompleksitas analisis yang meningkat seiring jenjang jabatan. Persyaratan 

pengangkatan pertama antara lain berstatus PNS, memiliki integritas dan 

moralitas yang baik, berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di 

bidang perikanan budi daya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, 

atau kimia, serta lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural 

sesuai standar yang ditetapkan instansi pembina — dengan syarat 

pendidikan Pascasarjana (S2) khusus untuk pengangkatan pada jenjang Ahli 

Utama. Standar kompetensi jabatan ini kemudian diperjelas lebih lanjut 

melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor SKJ.7 Tahun 2023 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dan Jabatan 

Fungsional Teknisi Akuakultur. 

Struktur jenjang yang berjenjang ini pada dasarnya dirancang agar 

pengembangan karier Analis Akuakultur berjalan secara meritokratis, di 

mana kenaikan jenjang mensyaratkan pemenuhan angka kredit, hasil kerja, 

dan penilaian kinerja tertentu, bukan semata masa kerja. Namun demikian, 

dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti 

ketimpangan distribusi pegawai antarwilayah, kesempatan pengembangan 

kompetensi yang belum merata, serta penerapan sistem merit yang belum 

berjalan secara optimal dalam pengelolaan dan pengembangan karier 

pegawai JF Analis Akuakultur di lingkungan DJPB. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa penguatan sistem merit masih diperlukan agar 

profesionalisme ASN pada jabatan ini dapat terus ditingkatkan. 
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Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Analis Akuakultur Tahun 2025 

No Unit Kerja 

2025 

Jumlah Ahli 

Pertama Muda Madya Utama 

1. Sekertariat Direktorat 

Jenderal Perikanan 

Budi Daya 

  1  1 

2. Direktorat Ikan Air 

Laut 
5 2 3 1 11 

3. Direktorat Rumput Laut 6 2 4  12 

4. Direktorat Ikan Air 

tawar 
5 5 3 1 14 

5. Direktorat Ikan Air 

Payau 
2 6  1 9 

6. BBPBAP Jepara 6 10 1  17 

7. BBPBL Lampung 6 11 6  23 

8. BBPBAT Sukabumi 4 8 10  22 

9. Direktorak Prasarana 

dan Sarana 
1 7 1  9 

10. BPBAP Situbondo 4 7 12  23 

11. BPBAP Takalar 4 19 4  27 

12. BPBAT Jambi 7 6 7  20 

13. BPBAT Mandiangin 6 13 7  26 

14. BPBL Batam 3 6 8  17 

15. BPBL Lombok 3 4 4  11 

16. BPBL Ambon 1 5 8  14 

17. BPBAT Ujung Bate 6 8 1  15 

18. BPBAT Tatelu 3 8 3  14 

19. BLUPPB Karawang 3 9 4  16 

20. BLPIUUKK Bali 3 5 1  9 

21. BPKIL Serang  1 1  2 

Total 78 142 89 3 312 

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP RI (2025) 
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Berdasarkan data pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 

Tahun 2025, jumlah pegawai JF Analis Akuakultur secara keseluruhan 

mencapai 312 orang yang tersebar pada unit kerja pusat maupun 20 UPT di 

bawah DJPB, dengan rincian 78 pegawai pada jenjang Ahli Pertama, 142 

pegawai pada jenjang Ahli Muda, 89 pegawai pada jenjang Ahli Madya, dan 

hanya 3 pegawai pada jenjang Ahli Utama. Komposisi ini menunjukkan 

bahwa struktur jenjang JF Analis Akuakultur masih didominasi oleh jenjang 

menengah (Ahli Muda dan Ahli Madya), sementara jumlah pejabat pada 

jenjang tertinggi sangat terbatas, yang mengindikasikan adanya hambatan 

struktural dalam jenjang karier pada level puncak jabatan fungsional 

tersebut. 

Dari sisi persebaran, distribusi pegawai antar-UPT juga tidak merata. 

BPBAP Takalar memiliki jumlah pegawai terbanyak (27 orang), diikuti 

BPBAT Mandiangin (26 orang), serta BBPBL Lampung dan BPBAP 

Situbondo (masing-masing 23 orang). Sebaliknya, BPKIL Serang hanya 

memiliki 2 pegawai dan Sekretariat DJPB hanya 1 pegawai. Ketimpangan 

sebaran ini berpotensi memengaruhi beban kerja, kesempatan 

pengembangan kompetensi, serta peluang promosi antarunit kerja, 

mengingat kuota dan formasi jenjang jabatan pada dasarnya bersifat terbatas 

dan berbeda-beda di setiap satuan kerja. 

Berdasarkan hasil evaluasi internal dan data kepegawaian DJPB, 

penerapan sistem merit pada JF Analis Akuakultur belum berjalan secara 

maksimal. Terdapat tiga fenomena utama yang ditemukan dari hasil pra 

wawancara dengan pihak instansi antara lain: belum optimalnya penilaian 

kinerja berbasis digital (MySAPK dan e-Kinerja BKN) yang disebabkan oleh 

keterbatasan dalam literasi digital dan keterampilan teknologi informasi, 

terutama pegawai senior yang belum mendapatkan pelatihan formal, 

sehingga mereka kesulitan menggunakan aplikasi dan rentan membuat 

kesalahan input data. 

Fenomena yang kedua ketimpangan kesempatan promosi antar 

pejabat fungsional, Berdasarkan pra wawancara kepada pihak instansi 
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Meskipun penempatan pegawai pada jabatan fungsional telah 

mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang 

diduduki, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara 

latar belakang Pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai. Dengan 

kata lain, sebagian pegawai memang memiliki latar belakang pendidikan 

yang sesuai, tetapi belum sepenuhnya memiliki kompetensi teknis dan 

profesional yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional 

tersebut. Kondisi ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam 

implementasi prinsip sistem merit, di mana penempatan pegawai 

seharusnya tidak hanya berdasarkan kualifikasi administratif, tetapi juga 

mempertimbangkan aspek kompetensi, kinerja, dan potensi pegawai secara 

menyeluruh, 

Fenomena yang ketiga, berdasarkan pra wawancara kepada pihak 

instansi yaitu, rendahnya pemahaman terhadap prinsip meritokrasi di 

kalangan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur. Banyak pegawai yang 

belum memahami secara mendalam bahwa sistem merit menuntut proses 

pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja objektif, 

bukan berdasarkan senioritas atau hubungan personal. Kondisi ini 

diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan pembinaan karier berbasis 

kinerja. Akibatnya, masih banyak pegawai yang mengalami stagnasi karir, 

yang berdampak pada penurunan motivasi kerja dan semangat 

pengembangan diri.  

Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2024, KKP secara kelembagaan memperoleh Indeks Sistem Merit 

sebesar 0,96 dengan kategori “Sangat Baik” dari Komisi Aparatur Sipil 

Negara (KASN). Namun, pada tingkat unit pelaksana seperti DJPB, 

implementasi sistem merit masih menghadapi tantangan dalam hal 

pemerataan kesempatan karier, penguatan pembinaan berkelanjutan, serta 

peningkatan budaya kerja berbasis kinerja. 

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah berupaya mendorong 

transformasi SDM aparatur melalui berbagai inovasi seperti Platform 
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Digital Manajemen ASN (PDMA), Satu Data ASN, dan Talent Pool ASN. 

Langkah ini menjadi peluang besar bagi DJPB untuk membangun sistem karir 

jabatan fungsional yang lebih transparan, berbasis data, dan kompetitif. Salah 

satu instrumen yang mulai diterapkan untuk mendukung Talent Pool ASN 

adalah pemetaan pegawai melalui matriks sembilan kotak (nine box matrix), 

yang memadukan dimensi kinerja dan potensi pegawai sebagai dasar 

pengambilan keputusan pengembangan karier, sebagaimana disajikan pada 

Gambar 1.3. 

Gambar 1.3 Matriks Sembilan Kotak (Nine Box) Pemetaan Kinerja 

dan Potensi Pegawai 

 

Sumber: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 

2025 

Matriks sembilan kotak memetakan pegawai berdasarkan dua 

dimensi, yaitu kinerja (dengan kategori di bawah ekspektasi, sesuai 

ekspektasi, dan di atas ekspektasi) pada sumbu vertikal, serta potensi 

(dengan kategori rendah, menengah, dan tinggi) pada sumbu horizontal. 

Perpaduan kedua dimensi tersebut menghasilkan sembilan kuadran, mulai 

dari Kotak 1 (kinerja di bawah ekspektasi dan potensi rendah) hingga Kotak 
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9 (kinerja di atas ekspektasi dan potensi tinggi), yang masing-masing 

mengindikasikan kebutuhan pengembangan yang berbeda bagi setiap 

pegawai. Penerapan matriks ini pada JF Analis Akuakultur berpotensi 

menjadi instrumen yang objektif untuk memetakan kesiapan dan arah 

pengembangan karier pegawai, sekaligus memperkuat prinsip sistem merit 

yang menekankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama 

pengambilan keputusan kepegawaian. Namun demikian, pemanfaatan 

instrumen tersebut pada JF Analis Akuakultur di lingkungan DJPB masih 

perlu didorong lebih lanjut agar penerapan sistem merit tidak hanya 

mengandalkan regulasi dan teknologi, tetapi juga komitmen pimpinan, 

kesiapan organisasi, serta budaya kerja yang mendukung profesionalisme 

dan objektivitas. Tanpa hal tersebut, transformasi manajemen ASN hanya 

akan berhenti pada tataran administratif, bukan perubahan yang substantif 

(Dwiyanto, 2018). 

Berdasarkan berbagai fenomena yang telah diuraikan, dapat dilihat 

bahwa penerapan sistem merit Analis Akuakultur Direktorat Jenderal 

Perikanan Budi Daya masih menghadapi beberapa tantangan dalam 

pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana implementasi sistem merit pada Jabatan Fungsional 

Analis Akuakultur dalam meningkatkan profesionalisme ASN, serta faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa yang 

menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi sistem merit pada jabatan fungsional analis 

akuakultur dalam meningkatkan profesionalisme ASN di Direktorat 

Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia? 

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat sistem merit pada jabatan 

fungsional analis akuakultur dalam meningkatkan profesionalisme 
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ASN di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian untuk: 

1. Mengetahui implementasi sistem merit pada jabatan fungsional analis 

akuakultur dalam dalam meningkatkan profesionalisme ASN di 

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia. 

2. Mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat sistem merit 

pada jabatan fungsional analis akuakultur dalam dalam meningkatkan 

profesionalisme ASN di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tersusunnya penelitian berjudul proses “Implementasi Sistem 

Merit pada Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 

Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI”, diharapkan hasilnya dapat 

memberikan manfaat secara akademik maupun praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademik 

a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian 

manajemen sumber daya manusia aparatur, khususnya yang 

berkaitan dengan strategi penerapan sistem merit dalam 

peningkatan profesionalisme pada jabatan fungsional di instansi 

pemerintahan. 

b. Menjadi referensi akademik dan bahan kajian bagi peneliti atau 

mahasiswa yang tertarik mengkaji topik sistem merit, 

pengembangan karier jabatan fungsional, serta manajemen ASN 

berbasis kinerja di sektor teknis pemerintahan. 
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c. Menambah wawasan teoretis mengenai keterkaitan antara sistem 

merit, profesionalisme ASN, serta relevansinya terhadap upaya 

transformasi manajemen ASN di era digital dan reformasi birokrasi 

nasional. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan rekomendasi strategis bagi Direktorat Jenderal 

Perikanan Budi Daya (DJPB), Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) dalam mengoptimalkan penerapan sistem merit 

pada Jabatan Fungsional Analis Akuakultur sebagai dasar 

pembinaan karier ASN yang lebih profesional, transparan, dan 

berkeadilan. 

b. Menjadi acuan bagi pimpinan dan unit kepegawaian DJPB dalam 

melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan pembinaan 

karier, promosi jabatan, penilaian kinerja, serta pengembangan 

kompetensi ASN berbasis sistem merit. 

c. Mendorong peningkatan profesionalisme, motivasi kerja, dan 

keberlanjutan organisasi di lingkungan DJPB melalui implementasi 

sistem merit yang konsisten dan terintegrasi dengan teknologi 

manajemen ASN. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi sistem merit pada 

Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dalam meningkatkan profesionalisme 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: 

1. Implementasi sistem merit telah berjalan cukup baik dan memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan profesionalisme ASN. Penerapan 

sistem merit tercermin melalui pengelolaan ASN yang mengacu pada 

prinsip fairness (keadilan), equity (kesetaraan), dan reward 

(penghargaan) sebagaimana dikemukakan oleh Woodard (2005). Pada 

dimensi fairness, organisasi telah menerapkan penempatan ASN 

berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, 

memberikan kesempatan pengembangan kompetensi secara terbuka, 

menerapkan penilaian kinerja berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), 

serta memberlakukan aturan disiplin yang berlaku bagi seluruh ASN. 

Pada dimensi equity, ASN memperoleh kesempatan yang relatif setara 

dalam proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, 

dan pengembangan karier. Sementara itu, pada dimensi reward, 

organisasi telah memberikan penghargaan dalam bentuk promosi 

jabatan, pengembangan karier, angka kredit, kesempatan mengikuti 

pelatihan dan sertifikasi, serta penghargaan non-finansial yang 

mendorong peningkatan motivasi kerja ASN. Implementasi ketiga 

dimensi tersebut terbukti berkontribusi terhadap peningkatan 

profesionalisme ASN yang ditunjukkan melalui peningkatan aspek 

kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pada Jabatan Fungsional 

Analis Akuakultur. 

2. Meskipun demikian, implementasi sistem merit pada setiap dimensi 

masih terdapat sejumlah hambatan. Pada dimensi fairness, hambatan 
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yang ditemukan meliputi masih adanya potensi subjektivitas dalam 

pengembangan karier dan penilaian kinerja, kesenjangan kompetensi 

antarpegawai, belum optimalnya dokumentasi capaian kerja, serta 

tingkat kedisiplinan yang belum konsisten pada sebagian ASN. Pada 

dimensi equity, hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan 

anggaran pendidikan dan pelatihan, belum meratanya akses 

pengembangan kompetensi antara ASN di pusat dan daerah, 

ketidakseimbangan beban kerja antarpegawai, serta penerapan disiplin 

kerja yang belum sepenuhnya dirasakan merata oleh seluruh pegawai. 

Pada dimensi reward, hambatan yang masih ditemukan yaitu belum 

optimalnya integrasi antara hasil pengembangan kompetensi dengan 

pengembangan karier, sistem penghargaan yang belum sepenuhnya 

berbasis capaian kinerja yang terukur, serta belum terstrukturnya bentuk 

penghargaan non-finansial bagi ASN yang memiliki tingkat kedisiplinan 

baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan transparansi, 

pemerataan pengembangan kompetensi, optimalisasi sistem penilaian 

kinerja berbasis eviden, penyesuaian beban kerja, penguatan penegakan 

disiplin secara konsisten, serta penyempurnaan mekanisme penghargaan 

agar implementasi sistem merit dapat berjalan lebih efektif dalam 

meningkatkan profesionalisme ASN. 

 

B. Saran 

1. Bagi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

a. Perlu meningkatkan transparansi dalam proses penempatan, 

mutasi, promosi jabatan, dan penilaian kinerja ASN dengan 

memastikan setiap keputusan kepegawaian didasarkan pada 

standar kualifikasi jabatan dan indikator kinerja yang jelas, terukur, 

dan terdokumentasi, serta melakukan sosialisasi secara berkala 

mengenai penerapan sistem merit kepada seluruh ASN. 
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b. Perlu memperluas dan memeratakan akses pengembangan 

kompetensi bagi ASN, baik yang berada di pusat maupun daerah, 

melalui pelatihan, sertifikasi, e-learning, maupun program 

pengembangan kompetensi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan 

Jabatan Fungsional Analis Akuakultur. 

c. Perlu memberikan pendampingan, coaching, dan mentoring yang 

lebih terarah berdasarkan hasil asesmen kompetensi guna 

mengurangi kesenjangan kompetensi antarpegawai. 

d. Perlu mengoptimalkan integrasi antara hasil pengembangan 

kompetensi dengan pengembangan karier sehingga setiap 

peningkatan kompetensi yang dilakukan ASN dapat memberikan 

dampak yang jelas terhadap jenjang karier yang ditempuh. 

e. Perlu mengembangkan sistem penghargaan yang lebih objektif, 

terukur, dan berbasis capaian kinerja agar mampu meningkatkan 

motivasi ASN dalam meningkatkan profesionalisme dan 

produktivitas kerja. 

f. Perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian beban kerja secara 

berkala berdasarkan tugas, fungsi, dan kompleksitas pekerjaan agar 

pencapaian kinerja antarpegawai dapat berlangsung secara lebih 

setara. 

g. Perlu memperkuat pengawasan serta menegakkan aturan disiplin 

secara konsisten, objektif, dan transparan bagi seluruh ASN, 

termasuk penerapan reward dan punishment yang proporsional, 

serta mengembangkan bentuk penghargaan non-finansial yang 

lebih terstruktur (misalnya predikat "Pegawai Teladan", surat 

penghargaan pimpinan, atau prioritas mengikuti pengembangan 

kompetensi) bagi ASN yang memiliki rekam jejak disiplin yang 

baik. 

2. Bagi ASN Jabatan Fungsional Analis Akuakultur 

ASN diharapkan terus meningkatkan kompetensi teknis, 

manajerial, dan sosial kultural melalui pendidikan formal, pelatihan, 
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sertifikasi profesi, serta berbagai kegiatan pengembangan diri lainnya. 

Selain itu, ASN perlu menjaga integritas, disiplin, dan kinerja sebagai 

bentuk dukungan terhadap penerapan sistem merit yang berorientasi pada 

profesionalisme. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian 

mengenai implementasi sistem merit dengan melibatkan lebih banyak 

jabatan fungsional maupun instansi pemerintah yang berbeda sehingga 

dapat menghasilkan perbandingan yang lebih komprehensif. Selain itu, 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau 

mixed methods untuk mengukur secara lebih mendalam pengaruh 

implementasi sistem merit terhadap profesionalisme ASN. Peneliti 

selanjutnya juga dapat mengembangkan model implementasi sistem 

merit yang mengintegrasikan aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan 

disiplin sebagai indikator profesionalisme ASN pada berbagai sektor 

pemerintahan. 
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